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'RAMPAS' ASET PEMKOT, TAK BERKONTRIBUSI TERHADAP PAD

Komisi A Geram, Mayoritas Reklame di Kota Yogya Ilegal

Untuk menelusuri keber-

adaan reklame ilegal tersebut

jajaran Komisi A DPRD Kota

Yogya kembali melakukan in-

speksi mendadak (sidak) pada

Senin (30/12). Lokasi pertama

di kawasan Kleringan yang

banyak terdapat titik reklame

berukuran besar. Lokasi itu

menjadi serbuan reklame lan-

taran wilayahnya yang strate-

gis dilalui warga yang hendak

menuju Malioboro dari sisi

utara. Sedangkan lokasi ke-

dua di kawasan simpang

Gondomanan yang juga tidak

kalah strategis. "Di setiap titik

itu kami temukan bangunan

reklame yang tidak berizin.

Bahkan teknis pemasangan-

nya juga melanggar peratu-

ran," tandas Ketua Komisi A

DPRD Kota Yogya Susanto

Dwi Antoro, di sela sidak.

Sidak tersebut diikuti ham-

pir seluruh anggota Komisi A

DPRD Kota Yogya serta meli-

batkan unsur Sat Pol PPserta

Badan Pengelolaan Keuang-

an dan Aset Daerah (BPKAD)

Kota Yogya. Akhir pekan lalu

jajaran Komisi Ajuga melaku-

kan sidak namun sasarannya

ialah bangunan hotel tak

berizin. Kedua agenda sidak

itu pun memiliki semangat

sama dalam mengawal pene-

gakan aturan. Khusus menge-

nai reklame, diatur melalui

Perda 6 Tahun 2022 tentang

Reklame.

Susanto Dwi Antoro yang

akrab disapa Toro, mengaku,

dalam rapat koordinasi

bersama tim eksekutif dise-

butkan jika dari total reklame

yang berdiri saat ini, hanya

kurang dari 50 persen yang

mengantongi perizinan.

Sesuai perda, izin yang harus

dipenuhi oleh penyelenggara

reklame ada dua jenis yakni

Izin Penyelenggaraan Rekla-

me (IPR) dan Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG).

"Berarti kan jumlah yang

beredar mayoritas tidak

berizin. Ini tidak bisa dibiar-

kan, dan kami tidak akan

pandang bulu. Semua harus

tertib. Bukan semata me-

nyangkut estetika tetapi taat

aturan supaya semua sesuai

dengan tata kota," urainya.

Di samping itu, sebagian

besar reklame juga berdiri di

atas aset milik pemerintah. Di

antaranya di taman, sisi terlu-

ar trotoar, tanah negara an-

tara sisi terluar trotoar dan

persil, halte bus, pasar, termi-

nal, tempat khusus parkir dan

lainnya. Lagi-lagi, reklame

yang berdiri di atas aset

Pemkot itu pun sama sekali

juga tidak mengajukan izin.

Dengan begitu keberadaan-

nya tidak berkontribusi sama

sekali terhadap pendapatan

asli daerah (PAD), baik re-

tribusi penyewaan aset mau-

pun pajak reklame. "Kami su-

dah membuat hitungan, mili-

aran rupiah potensi PAD itu

hilang. Misal di kawasan

sumbu filosofis itu saja ada Rp

8 miliar, belum lagi yang tidak

menyewa aset padahal jelas-

jelas merampas aset Pemkot.

Berarti ada dobel kerugian

yang dialami Pemkot yakni

dari penyewaan aset dan pa-

jak," tegas Toro.

Oleh karena itu, usai mela-

kukan sidak jajarannya akan

melakukan daftar inventaris

masalah (DIM) sebagai dasar

penerbitan rekomendasi.

Sebagai bocoran, rekomendasi

itu akan secara tegas memin-

ta eksekutif terutama Tim

Sadewa yang terdiri dari

berbagai organisasi perangkat

daerah (OPD) untuk mendata

eksisting reklame tidak

berizin. Selanjutnya mende-

sak Sat Pol PP Kota Yogya

agar melakukan penertiban

tanpa pandang bulu.

Dikonfirmasi terkait hal

tersebut, Kepala Bidang Pe-

negakan Peraturan Perun-

dang-undangan Sat Pol PP

Kota Yogya Dodi Kurnianto,

membenarkan banyak

reklame yang berdiri namun

tidak mengantongi izin.

Pihaknya selama ini juga ti-

dak pernah berhenti melaku-

kan tahapan penertiban. 

"Tahapannya dari peringat-

an tertulis sampai pem-

bongkaran paksa. Sudah be-

berapa lokasi terpaksa kami

bongkar, dan penertiban

reklame ini juga jalan terus,"

terangnya.

Dodi mengaku sebagian pe-

ngelola reklame tidak men-

gantongi izin karena persoal-

an alas hak. Terutama ber-

kaitan pemilik persil yang

menjadi lokasi titik pendirian

reklame. Namun ada juga

karena sebab lain seperti ber-

ada di kawasan yang tidak se-

mestinya diperuntukkan re-

klame komersil sehingga ti-

dak mungkin mendapatkan

izin.

Terkait rencana rekomen-

dasi yang akan dilayangkan

oleh Komisi A, menurut Dodi,

jajarannya justru sangat

menantikan. Pasalnya upaya

penertiban reklame melang-

gar yang sudah dilakukan se-

lama ini dipastikan akan lebih

kuat seiring adanya dukung-

an tertulis dari kalangan leg-

islatif.  "Kami justru merasa

senang jika ada rekomendasi

itu. Jadi nanti ada pijakan

yang lebih memperkuat aksi

kami dalam menertibkan re-

klame melanggar," tandasnya. 

(Dhi)-d

YOGYA (KR) - Komisi A DPRD Kota Yogya dibuat geram setelah
mendapat informasi jika mayoritas reklame yang berdiri di Kota Yogya
bersifat ilegal atau tidak mengantongi izin. Tak hanya ilegal, bangunan
reklame itu bahkan dinilai merampas aset Pemkot Yogya lantaran
berdiri di tanah negara namun tidak membayar retribusi sewa aset.

KR- Ardhi Wahdan
Jajaran Komisi ADPRD Kota Yogya bersama tim ekseku-

tif melakukan sidak reklame tak berizin.

YOGYA (KR) - Pusat Kebijakan dan

Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran,

Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan,

Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK

UGM) sukses menyelenggarakan webinar series

'10 Tahun Kebijakan JKN dalam 3 Periode'.

Rangkaian webinar yang menghadirkan pakar

kebijakan, peneliti, dan praktisi kesehatan ini

mengupas tuntas perjalanan satu dekade imple-

mentasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di

Indonesia.

Ahli kebijakan kesehatan dan reformasi sis-

tem FK-KMK UGM, Prof dr Laksono

Trisnantoro MSc PhD menuturkan webinar se-

ries ini didesain dengan tiga tujuan strategis uta-

ma. Pertama, memberikan pemahaman men-

dalam tentang dinamika implementasi JKN se-

lama tiga periode berbeda. Kedua, menganalisis

kebijakan pendanaan dari perspektif Reformasi

Sektor Kesehatan. Ketiga, melakukan analisis

kebijakan untuk menjamin keberlanjutan pro-

gram JKN di masa mendatang

"Evaluasi komprehensif ini sangat krusial un-

tuk merumuskan strategi penguatan JKN dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2025-2029," jelas Prof

Laksono usai webinar, Senin (30/12). Hasil

diskusi dan analisis dari webinar series ini akan

menjadi masukan berharga bagi pengambil kebi-

jakan dalam merancang perbaikan sistem JKN

ke depan.

Menurut Prof Laksono, selama satu dekade,

JKN terbagi dalam tiga fase utama, yaitu masa

implementasi awal, periode pandemi Covid-19,

dan periode pasca-pandemi. Keberhasilan JKN

mencapai Universal Health Coverage (UHC) un-

tuk lebih dari 260 juta penduduk mendapat apre-

siasi internasional. Pencapaian ini menunjukkan

komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam

mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang

inklusif dan berkelanjutan. "Meski demikian,

berbagai tantangan dalam implementasi masih

memerlukan perhatian khusus dari seluruh pe-

mangku kepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Prof Laksono, berda-

sarkan hasil diskusi dan analisis mendalam sela-

ma webinar series, diperlukan kebijakan baru

yang lebih terstruktur untuk mengatasi kelema-

han hukum dan landasan sistematis pada un-

dang-undang kesehatan sebelumnya.

Rekomendasinya antara lain, sistem peng-

galian dana perlu dianalisis berbasis pengalaman

empirik 10 tahun dan perlu berbasis segment

anggota BPJS (PBI dan non PBI). Perilaku ma-

syarakat dalam berobat dan siapa mereka di seti-

ap segmen perlu diteliti. "Sebagai catatan, anali-

sis berbasis segment ini belum pernah dilakukan

di Indonesia," katanya.

Kemudian, penggalian dana kesehatan perlu

memanfaatkan potensi pendanaan swasta kare-

na kemampuan pemerintah mendanai terbatas,

kecuali apabila sistem perpajakan di Indonesia

dapat berubah sehingga Tax Ratio meningkat

tinggi. (Dev)-d

YOGYA(KR) - Pemutakhiran data hasil

pemeriksaan semester II tahun 2024 dan

pending tahun sebelumnya merupakan

langkah penting untuk mengevaluasi se-

jauh mana kebijakan dan program yang

telah dilaksanakan berjalan secara efisien

dan efektif. Hal itu memperkuat komitmen

bersama pada prinsip transparansi dan

akuntabilitas. Untuk itu Wakil Gubernur

(Wagub) DIY mengajak semua pihak un-

tuk memperkuat kerja sama antar instansi

guna memastikan pemutakhiran data ber-

jalan dengan lancar dan tepat waktu.

"Terima kasih kepada Inspektorat dan

OPD yang menjadi objek pemeriksaan di

lingkungan Pemda DIY atas kerja sama

yang baik. Sehingga proses pemeriksaan

dapat terlaksana dengan lancar.

Selanjutnya, penyelesaian atas rekomen-

dasi temuan hasil pemeriksaan tahun 2024

dapat dipercepat sehingga tidak terjadi lagi

temuan berulang," kata Wakil Gubernur

DIY, Sri Paku Alam X dalam Pemutakhir-

an Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

(TLHP) Semester II Tahun 2024 di Kantor

Inspektorat DIY, Senin (30/12).

Wagub DIY juga melakukan launching

ëMobil Simpatikí sebagai bentuk layanan

untuk pengaduan atas penyalahgunaan

wewenang, KKN, benturan kepentingan,

pungutan liar dan pelanggaran lainnya.

Program Mobil Simpatik (Operasional

Kampanye Antikorupsi) tersebut meru-

pakan inovasi kolaborasi edukasi antiko-

rupsi untuk memperluas jangkauan sosia-

lisasi, pencegahan, dan pemberantasan ko-

rupsi di DIY. 

Paku Alam X berharap, melalui pemu-

takhiran data tindak lanjut hasil pemerik-

saan semester II Tahun 2024 dan pending

tahun sebelumnya dapat diketahui kenda-

la dan segera ditemukan solusinya. Koor-

dinasi yang baik sangat penting dalam me-

nyatukan data yang saling terintegrasi.

Dengan begitu hasil yang diperoleh dapat

memberikan gambaran komprehensif me-

ngenai kondisi pembangunan daerah.

Sementara itu, Inspektur DIY

Muhammad Setiadi menyampaikan, mak-

sud dari pelaksanaan pemutakhiran data

TLHP adalah untuk menginformasikan

pengawasan. Juga tindak lanjut hasil peng-

awasan APIP Tahun 2024 serta pending

tahun sebelumnya kepada OPD di ling-

kungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota

se-DIY. Dengan begitu pihak-pihak terkait

dapat mengetahui gambaran kondisi be-

serta titik-titik rawan yang berpotensi

menghambat terwujudnya good gover-

nance dan clean government.             (Ria)-d
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